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PROSPECTIVE CIVIL SERVANTS I : By ROI MARTEN A Civil
Servant Candidate in order to be appo ] as y '5@ raining for Prospective Civil
Servants which used to be called Pre-Se ) LF @ alled Basic Training

0ing, it is necessary to prepare

¢ Training for Civil Servants Candidates.
Components in the process of determining training par eed to pay attention to several criteria as
outlined in a SOP, including in conducting data collection and procedures for implementing basic training for
prospective civil servants. The main purpose of this study is to know and analyze the preparation of standard
operating procedures for implementing basic training for prospective civil servants in the Kampar Regency
government. This type of research is descriptive qualitative. The number of research informants was 5
people with the Head of BKPSDM as the key informant. Data collection techniques with interviews and data
analysis in this study used data analysis techniques on the site developed by Miles Huberman. The results of
the research are known in the field regarding the Preparation of Standard Operating Procedures for the
Implementation of Basic Training for Civil Servant Candidates in the Kampar Regency Government, it can be
concluded that the preparation of the SOP has not been carried out optimally because there are still many
problems in the preparation of the SOP. For the success of research in making this Standard Operating
Procedure (SOP) so that it can run as expected, there are several recommendations that must be
implemented: For the delivery of information on requirements in following future training, use an information
system that has integrity. To conduct future selection, it is based on an information system that has been
integrated online. Monitoring to agencies/opd the results of the implementation of Basic Education and
Training to CPNS the extent to which the success of the implementation of the training in supporting the
performance and service performance of each existing agency. Keywords: Standard Operating Procedures,
Implementation, Basic Training BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penelitian Organisasi Pemerintah
adalah sebuah organisasi yang terdiri dari kumpulan orang orang yang dipilih secara khusus untuk
melaksanakan tugas di Pemerintahan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan tupoksi yang
telah ditetapkan. Orang-orang pilihan tersebut dianggap mampu untuk melakukan pelayanan kepada
masyarakat secara cepat, tepat dan efesien sehingga dapat mendukung dan memajukan program yang telah
dibuat Pemerintah. Pemerintahan Kabupaten Kampar berdasarkan data Tahun 2020 memiliki jumlah pegawai
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PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PELATIHAN DASAR CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK
Oleh

ROEMARTEN

Seorang Calon Pegawai Negeri Sipil agar dapat diangkat menjadi seorang Pegawai
Negeri Sipil harus mengikuti Pelatihan Dasar bagi Calon Pengawai Negeri Sipil yang
dulu sering disebut Latihan Pra Jabatan (LPJ) tetapi saat ini disebut dengan Pelatihan
Dasar (DIKLATSAR) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Berdasarkan hal
tersebut diatas maka diperlukannya Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Komponen dalam proses
penentuan peserta pelatihan diperlukan memperhatikan beberapa kriteria yang
dituangkan dalam sebuah SOP diantaranya dalam melakukan pendataan dan tata cara
pelaksanaan Pelatihan “dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil. Tujuan utama
penelitian ini adalah Mengetahui dan menganalisis penyusunan standar operasional
prosedur pelaksanaan pelatihan dasar calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
pemerintah Kabupaten Kampar. Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif. Jumlah
informan penelitian adalah 5.orang dengan Kepala BKPSDM sebagai key informan.
Teknik pengumpulan data dengan wawancata Setta analisis data dalam penelitian ini
menggunakan teknik analisis data dalam situs yang dikembangkan oleh Miles
Huberman. Hasil Penelitian diketahui dilapangan mengenai Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dapat disimpulkan bahwa dalam
penyusunan SOP belum terlaksana secara maksimal dikarenakan masih banyak
terdapat pemasalahan dalam penyusunan SOP tersebut. Untuk keberhasilan penelitian
dalam pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini sahingga bisa berjalan
sesuai dengan yang diharapkan, ada beberapa rekomendasi yang harus dilaksanakan :
Untuk penyampaian informasi persyaratan dalam mengikuti diklat kedepannya
menggunakan sistem informasi yang telah beintegritas. Untuk melakukan seleksi
kedepannya sudah berbasis sistem informasi yang sudah terintegrasi secara online.
Melakukan monitoring ke instansi/ opd hasil dari pelaksanaan Diklat Dasar kepada
CPNS sejauh mana keberhasilan dari pelaksanan diklat tersebut dalam menunjang
kinerja dan performa pelayanan pada setiap instansi yang ada.

Kata Kunci : Standar Operasional Prosedur, Pelaksanaan, Pelatihan Dasar

xii



DEVELOPMENT OF STANDARD OPERATING PROCEDURES FOR
IMPLEMENTING BASIC TRAINING OF PROSPECTIVE CIVIL SERVANTS
IN THE KAMPAR REGENCY GOVERNMENT

ABSTRACT.
By
ROI MARTEN

A Civil Servant Candidate in order to-be-appointed as a Civil Servant must attend
Basic Traiming for Prospective Civil Servants which used to be called Pre-Service
Training (LPJ) but is currently called Basic Training (DIKLATSAR) for Prospective
Civil Servants (CPNS). . Based on the foregoing, it is necessary-to prepare Standard
Operating Procedures (SOP) for the Implementation of Basic Training for Civil
Servants Candidates. Components in the process of determining training participants
need to pay attention to several criteria as outlined in-a SOP, including in conducting
data collection and procedures for implementing basic training for prospective civil
servants. The main purpose of this study is to know and analyze the preparation of
standard operating procedures for implementing basic training for prospective civil
servants in the Kampar Regency government. This type of research is descriptive
qualitative. The number of reseaich informants was 5 people with the Head of
BKPSDM as the key informant. Data collection techniques with interviews and data
analysis in this study used data analysis techniques on the site developed by Miles
Huberman. The results of-the research are fmnown in the field regarding the
Preparation of Standard Operating (Procedures for the Implementation of Basic
Training for Civil Servant Candidates in the Kampar Regency Government, it can be
concluded that the preparation of the SOP has not been carried out optimally
because there are still many problems in the preparation of the SOP. For the success
of research in making this Standard Operating Procedure (SOP) so that it can run as
expected, there are several recommendations that.must be implemented: For the
delivery of information on requirements in following future training, use an
information system that has integrity. 1o eonduct future selection, it is based on an
information system that has been integrated online. Monitoring to agencies/opd the
results of the implementation of Basic Education and Training to CPNS the extent to
which the success of the implementation of the training in supporting the
performance and service performance of each existing agency.

Keywords: Standard Operating Procedures, Implementation, Basic Training
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BAB1
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Penelitian

lah i yang terdiri dari

<>*Vipunent® H,; .
‘5 gan tupoksi

dapat menduk da § ng dibuat Pemerintah.
Pemerintahan Kabupaten berdasarkan 2 20 memiliki jumlah
pegawai sebanya yang berda , : dari Jabatannya

adalah :

sebagai pengawai pemerintah yang biasa disebut dengan Pegawai Negeri Sipil
atau yang biasa disingkat dengan nama PNS, namun sebelum diangkat menjadi
Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah orang-orang tersebut dinyatakan lulus maka
mereka disebut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Calon Pegawai Negeri Sipil

ini sebelum ditetapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil mereka harus menjalani
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yang namanya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan atau sekarang disebut dengan
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

Seorang Calon Pegawai Negeri Sipil agar dapat diangkat menjadi seorang

berintegritas de vasi sc ta ayanan public yang
optimal. Berdasarkan U ndz N n ' 4 tentang Aparatur
Sipil Nega

Calon PNS ya angkat 1 1 ﬁ aratan: a. lulus

ayat 2 yaitu CPNS wajib mengikuti dan lulus Pelatihan Prajabatan untuk diang.....
sebagai PNS dan Pasal 7 yaitu Pelatihan Prajabatan dilaksanakan untuk
memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan,
kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sitem
penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya

agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.
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Peraturan Lembaga Administrasi Republik Indonesia (PERKALAN) Nomor 12

Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

Sub Bidang Pelatihan Penjenjangan dan Sertifikasi bagi Calon Pegawai

Operasion
bagi Calon Pegawai Ne Sipil tersebut s : elaksanaan Pelatihan

tersebut ma galami ke ant: he an dan pada waktu

Operasional Pros

Sipil. Komponen

dalam melakukan pendataan dan tata cara pelaksanaan Pelatihan dasar bagi Calon
Pegawai Negeri Sipil.

Untuk menjawab persoalan di atas diperlukan beberapa kebijakan dan
format SOP agar pelatihan yang dilaksanakan lebih efektif dalam membangun
kualitas SDM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar sekaligus

membangun SKPD/ OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar



lebih berkualitas, berintegritas tinggi penuh dengan inovasi dan kreatif dalam

menjalankan fungsi pelayanan publiknya.

1.2. Rumusan Masalah
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penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pelatihan
Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kampar.
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1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis yaitu penelitian ini diharapkan mampu mengisi dan
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Konsep A

dikutip oleh
) mengatakan:
ang dilakukan oleh
a kerjasama demi
tercapainya 4 g di ten sebe ie ye d p oleh Pasolong

ukakan bahwa :

administrasi merupakan suatu kegiatan kerjasama dua orang atau lebih dalam
pencapaian suatu kegiatan kerjasama dua orang atau lebih dalam pencapaian suatu
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi tidak dapat dipisahkan
dari kehidupan sehari hari karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak
bisa bekerja sendiri serta membutuhkan orang lain dalam pencapaian tujuanya.

Pengertian Administrasi Negara menurut Waldo dalam Kencana dalam bukunya
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Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (2003:33) mengemukakan,

bahwa:

Administrasi Negara adalah manajamen dan organisasi dari manusia

kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan,
pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan
kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang
kerja akademik dan teoritik. Pengertian Publik adalah sejumlah manusia yang

memiliki kesamaan berpikir, perasaan,harapan, sikap dan tindakan yang benar dan
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baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Syafi’ie dkk dalam

Pasolong, 2011:6).

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008:4)

yang menurut
mereka pe sikan bahwa

masyarakat

AN

@
S,
S
o]
¢
o=
ol
o
o
2
=
=3
7

universal yang

kepemimpinan

Fayol melahirkan tiga sumbangan besar bagi administrasi dan manajemen
yaitu (1) aktivitas organisasi, (2) fungsi atau tugas pimpinan, (3) prinsip-prinsip
administrasi atau manajemen.

Selanjutnya Fayol mengemukakan prinsip-prinsip administrasi yaitu :
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10.

1.

Pembagian pekerjaan, prinsip ini sama dengan pembagian tenaga

kerja menurut Adam Smith, spesialisasi meningkatkan hasil yang

membuat tenaga kerja lebih efisien.

Pemusatan. Berhubungan pada perbandingan yang mana mengurangi
keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

Rentang kendali. Garis wewenang dari manajemen puncak pada
tingkatan di bawahnya merepresentasikan rantai skalar.

Tata tertib. Orang dan bahan-bahan dapat ditempatkan dalam hal yang

tepat dan dalam waktu yang tepat
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12. Keadilan. Manajer dapat berbuat baik dan terbuka pada bawahannya.
13. Stabilitas pada jabatan personal, perputaran yang tinggi merupakan

ketidakefisienan.

mulai dan membawa

dengan mengelompokkan

pekerjaan, untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujuan,
proses, langganan, tempat.
Teori administrasi menurut Morrow sebagai berikut :
1. Teori Deskriptif adalah teori yang menggambarkan apa yang nyata

dalam sesuatu organisasi dan memberikan postulat mengenai faktor-

faktor yang mendorong orang berperilaku.
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2. Teori Persepektif, adalah teori yang menggambarkan perubahan

perubahan di dalam arah kebijakan publik, dengan mengeksploitasi

keahlian birokrasi. Penekanan teori ini adalah untuk melakukukan

ralistis. Teori ini menekankan alat, teknik dan peluang untuk
melaksanakan nilainilai yang telah ditentukan.
Menurut Robbins, teori administrasi meliputi :

1. Teori Hubungan Manusia. Teori ini dirintis oleh Elton Mayo.
Pengembangan Teori Mayo didasarkan pada penemuannya selama

memimpin proyek. Mayo bermaksud menguji hubungan antara
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produktivitas dengan lingkungan fisik. Mayo menangkap bahwa
normanorma sosial, justru merupakan faktor kunci dalam perilaku

kerja individual. Karenanya, rangsangan kenaikan upah tiak memacu

8 LS

<«
2

1dang sebagai suatu

sistem sebagai penerima

.

masukan, pengo ‘ :
Teori Kontigensi. Pada awalnya teori ini dipergunakan pada
pengembangan orangnisasi yang dirancang secara optimal dapat
mengadaptasi teknologi dan lingkungan. Teori kontigensia diangkat

untuk mencari beberapa karakteristik umum yang melekat pada situasi

khusus.



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

13

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan —
keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2009:4). The Lian

efektif, efes al. Selanjutn’ 1k asi mempunyai

dua dimens

melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.
2.1.2. Konsep Organisasi

Memahami konsep organisasi publik secara utuh, perlu memahami definisi
dan teori “organisasi”’, Banyak ahli yang yang telah mendefinisikan organisasi,
berikut merupakan definisi organisasi menurut Siagian yang dikutip oleh Silalahi

dalam bukunya Studi Ilmu Administrasi Negara (2011:124) mengemukakan
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bahwa: Organisasi adalah setiap bentuk hubungan antara dua orang atau lebih

yang bekerja sama untuk mencapai sesuatu tujuan bersama dan terikat secara

formal dalam suatu ikatan hirarki dimana selalu terdapat hubungan antara seorang

aaaaaaa

nenyebutkan :
Organisasi ap individu yang
melakukan lainnya.

beberapa aspek

an perwujudan

v

A
-

menekan angka pengangguran. Orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi

mempunyai suatu keterkaitan yang terus menerus. Rasa keterkaitan ini, bukan
berarti keanggotaan seumur hidup. Akan tetapi sebaliknya, organisasi menghadapi
perubahan yang konstan di dalam keanggotaan mereka, meskipun pada saat
mereka menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara

relatif teratur.
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Terdapat beberapa pengertian organisasi menurut para ahli sebagai

berikut: Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-

hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar

ungkapkan oleh Mooney (dalam Syafii’e, 2007;113) bahwa organisasi adalah
segala bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan
bersama. Sedangkan menurut Ndraha (2003;163) ukuran membantu kerja
terhadap organisasi pemerintahan yaitu :

1. Efesiensi, yaitu untuk mengukur proses, efektifitas guna mengukur

kebaikan mencapai tujuan.
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2. Efektifitas, yaitu jika didefenisikan secara abstrak sebagai tingkat

pencapaian tujuan.

3. Kualitas, yaitu membantu kemampuan kerja pelayanan atau tugas-

Memberikan kestabilan terhadap pelayan masyarakat;
4. Perilaku yang adil terhadap masyarakat;
5. Mengemukakan kesejahteraan masyarakat.
Organisasi publik dikembangkan dari teori organisasi, oleh karena itu
untuk memahami organisasi publik dapat ditinjau dari sudut pandang teori

organisasi. Menurut Fahmi (2013:1) organisasi publik merupakan sebuah wadah
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yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta

mewujudkan keinginan berbagai pihak dan tidak terkecuali kepuasan bagi

pemiliknya.

kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga Negara dan
pemerintah. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak
organisai, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung
kebijakan yang telah diputuskan dengan melakukan koordinasi yang baik.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi publik adalah

salah suatu wadah yang menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

18

asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi
perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan

wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik, dilandasi dengan

egara dan

kerangka

enyelenggaraan

gaturan secara

semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misi lembaga.
Pendirian organisasi publik bertujuan secaraoptimal bagi peningkatan :

1. Kesejahteraan rakyat, karena pada hakekatnya pelayanan publik

merupakan infrastruktur bagi setiap warga Negara untuk mencapai

suatu kesejahteraan;
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2. Budaya dan kualitas aparat pemerintah untuk menjadi abdi bagi

negara dan masyarakatnya, bukan sebagai penguasa terhadap negara

dan masyarakatnya.

organisasi yang harus didayagunakan secara optimal sehingga diperlukannya
suatu manajemen untuk mengatur sumber daya manusia sedemikian rupa guna
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal.

Adapun definisi manajemen yang dikutip oleh Hasibuan (2012;1)

menyatakan “manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan
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sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk
mencapai suatu tujuan tertentu”.

Kemudian definisi Manajemen menurut Massie yang dikutip oleh Arsyad

merupakan

pengorgani
mencapai tu

lainnya”.

(2013;1), manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber
daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien.

Menurut Firmansyah (2018:4) manajemen adalah seni dan ilmu
perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan dari
pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih

dahulu. Sedangkan menurut Sarinah & Mardalena (2017:7) manajemen adalah
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suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama melalui
orang — orang dan sumber daya organisasi lainnya.

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa

drganisasi.

usaha yang
tujuan-tujuan
organisasi (planning),
pengorganis

pengawasan

(controlling annya disebut

diantaranya: menurut Terry dalam bukunya Principles of Management
(Sukarna,2011:10), membagi empat fungsi dasar manajememen, yaitu:
1. Planning (perencanaan) Perencanaan adalah pemilih fakta dan

penghubungan fakta — fakta serta pembuatan dan penggunaan

perkiraan — perkiraan atau asumsi — asumsi untuk masa yang akan
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datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan —
kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Organizing (pengorganisasian) Pengorganisasian ialah penentuan,
penge p acam kegiatan yang

>
@3&‘ , — orang

(pe
&

D
‘ﬂ» van C ¢ ﬂ! an hubungan
I

[

ﬁ-’ 1 den pela Ap Jalam hubungannya

-

vangkitkan dan

erkehendak dan

sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan
bilamana perlu melakukan perbaikan — perbaikan, sehingga
pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard
(ukuran).

Sedangkan menurut Handoko (2009;23), fungsi manajemen terdiri dari

planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Dan menurut Henry
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Frayol (2010;179), manajer menjalankan fungsi manajemen, yaitu merencanakan,
mengorganisasi, mengoordinasi, dan mengendalikan. Dan biasa juga dengan:

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian.

qhami bahwa semua

tujuan organisasi dan pengembangan individu pegawai.

Selanjutnya menurut Stoner yang dikutip oleh Siagian (2013:6),
“Manajemen sumber daya manusia yaitu suatu prosedur berkelanjutan yang
bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orangorang
yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat

organisasi memerlukannya”. Adapun menurut Hasibuan (2011:10), “MSDM
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adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif

dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan

masyarakat”.

dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu
pegawai.

Berdasarkan beberapa pendapat menurut para ahli diatas, dapat
disimpulkan manajemen sumber daya manusia merupakan suatu pengelolaan
sumber daya manusia dalam suatu perusahaan secara efektif dan efisien agar dapat

membantu terwujudnya tujuan dari perusahaan. Manajemen sumber daya
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merupakan bagian dari manajemen yang mengatur unsur manusia (Man). Manusia
merupakan suatu asset utama dalam suatu organisasi karena dalam usaha untuk

mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, pendayagunaan terhadap manusia

Mangkunegara “ lje a anusia merupakan

suatu peren a9 pengorga 514 0 g / dan

manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur pengelolaan unsur manusia dalam
suatu organisasi guna mencapai tujuan bersama.

Jaja Jahari & M. Sobry Sutikno (2008:7) tujuan manajemen sumber daya
manusia adalah sebagai berikut: Salah satu alasan utama berdirinya organisasi
adalah untuk mencapai tujuan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut

dilaksanakan melalui pelaksanaan berbagai macam tugas. Berbagai macam tugas
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itu tentu saja berbeda-beda, dan tugas-tugas itu harus dilakukan secara efektif dan

efisien untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Supaya bisa efektif dan

efisien, tugas-tugas itu harus dilakukan oleh orang atau pelaksana yang tepat, yang

1.

2. enet % ; enempatan  karyawan

Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada
masa yang akan datang.

5. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan
perkembangan perusahaan pada khususnya.

6. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan

kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis.
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7. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh.

8. Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan.

9. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal.

bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik.

4. Pengendalian.  Pengendalian  (controlling)  adalah  kegiatan

mengendalikan semua karyawan, agar mentaati peraturan-peraturan

perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.
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Pengadaan. Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan,

seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan

karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

daya manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena
tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.

Pemberhentian. Pemberhentian  (separation) adalah putusnya
hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. pemberhentian ini
disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak

kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya.
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Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi

manajemen sumber daya manusia sangatlah jelas dibutuhkan oleh perusahaan

sebagai pengarah, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan,

Sedangkan menurut Musanaef (2007:5), pegawai adalah orang-orang yang
melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan
dari pemerintah atau badan swasta. Selanjutnya musanef menjelaskan definisi
pegawai sebagai pekerja atau worker adalah mereka yang langsung digerakkan

oleh seorang manager untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan
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menyelenggarakanpekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan
dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5

=4
ﬁn‘ Pegawai ASN

o

adalah pegawa is . :" A% ::' Jeng: w

' mum pasal 1

ian kerja yang
diangkat oleh. pejabe la kepegawaian dan ¢ fugas dalam suatu

jabatan pe an ata oas paji berdasarkan

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”, dan ayat ke-5 “Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka

melaksanakan tugas pemerintahan”.
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Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

mempunyai kesempatan yang sama didalam mendapatkan jabatan dijelaskan pada

pasal ke-6 “Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung

agar dapat dikembangkan suatu sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang
mampu menghadapi persaingan ditingkat regional maupun global. Penjelasan
pengertian-pengertian tentang Pegawai Negeri Sipil yang telah dipaparkan di atas
maka dapat dirumuskan ada empat unsur yang harus dipenuhi untuk dapat disebut
sebagai pegawai negeri. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Memenuhi syarat yang ditentukan;
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2. Diangkat oleh Pejabat yang berwenang;

3. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya;

4. Digaji menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

AN

5
=
o
(@]
%‘.
2,
)
=

o
o
17
=N
N
=]
g
=

Pegawai
(b) merup

kerja oleh

=
=
=3
5
5
&
S
a.

Pemerintah

nasional.
Pegawai ASN berfungsi sebagai:
1. Pelaksana kebijakan Publik
2. Pelayan Publik
3. Perekat dan Pemersatu bangsa

Pegawai ASN bertugas:
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1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan.

N ao@"’
-

: \'\1;@,\?;\‘\?1

undangan ditaati oleh s : : am melaksanakan Peraturan
PerUndang-Undangan pada umumnya, Pegawai Negeri Sipil diberikan tugas
kedinasan untuk melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya.

Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat setiap Pegawai Negeri Sipil
harus mampu melakukan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat diatas

kepentingan pribadi dan golongan. Sebagai abdi Negara seorang pegawai negeri
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juga wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagi filsafah dan ideologi Negara,
UUD 1945, negara dan pemerintahan.

Dalam hal ini pegawai negeri harus bersikap monoloyalitas, sehingga

atian dan fikiran serta

pelayanan
kedudukan

harus dilakukan‘da , disamping ke aj1ba uga diberikan apa

rangka mencapai tujuan pembangunan. Sehingga untuk mencapai tujuan

pembangunan, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil sebagai warga negara,
unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat. Dengan penuh kesetiaan
dan ketaatan terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah. Untuk

keperluan tersebut, Pegawai Negeri Sipil harus bersatu padu bermental baik,
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berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung

jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan..

2.1.6. Teori Standar Operasional Prosedur (SOP)

operasional

sistematis dé

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah urutan langkah-langkah (atau
pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan,
berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana

melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya (Moekijat,

2008).
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Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berisi
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses

penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan,

lan alat penilaian
kinerja instansipemeri erda an indike ( eknis, administratif

pada unit kerja

untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan
dengan lancar (Sailendra, 2015:11).

Dalam pelaksanaan SOP yang efektif menurut Peraturan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintah (SOP AP), antara lain:
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a. Memudahkan dan Jelas

b. Keselarasan

c. Keterukuran

d. Dinamis

a. Untuk

dan k

d. Merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan.

e. Untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien
dan efektif.

f. Untuk menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas

yang terkait.
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g. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses

kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan mal praktik dan kesalahan

adiministratif lainnya.

an perincian
atau standar ya eng i g erulang-ulang yang
diselengga yang bersifat
perorangan
dalah mampu
menjadikan

karyawan baru,

penghematan
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kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan terstruktur sehingga tujuan dari
pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan time schedule yang
telah dibuat.

Unsur-unsur dalam pelaksaan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang

efektif sebagai berikut:
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Konsisten
SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapa pun

dan dalam kondisi apa pun oleh seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan

Pemerintah.

mpurnaan untuk

a sesuai dengan

penyelenggaraan pemerintahan.

Terdokumentasi dengan baik
Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan

baik, sehingga dapat selalu dijadikan referensi.
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2.3. Hasil Penelitian Terdahulu
1. Barnell, EK; Cukup, BA; Campbell, KM; Rohan, TE; Govindan, R .; Mardis,

UGD; Swamidass, SJ; Griffith, M .; Griffith, OL (2019).

men Urusan Veteran

respirator dengan nol kesalahan. Kesimpulan: Alat pelindung wajah yang dapat
digunakan kembali dapat didesinfeksi oleh petugas kesehatan dengan pelatihan
minimal menggunakan SOP. Diterbitkan oleh Elsevier Inc. atas nama Association
for Professionals in Infection Control and Epidemiology, Inc. Ini adalah artikel
akses terbuka di bawah lisensi CC BY-NC-ND (http: // creativecommons. Org /

licenses/ by-nc- nd / 4.0 /).
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Dewan Peninjau. Subjek diberikan persetujuan tertulis untuk partisipasi.
Subjek adalah perawat praktis terdaftar dan berlisensi, praktisi perawat, asisten,

teknisi klinis, dan dokter. Sebanyak 21 subjek direkrut. Enam subjek menguji

respirator ahui tujuan § andingkan proses.

Mereka di an ek ini a K mengembangkan

menguji SOP 3

\8}
vy
¢)
w2
w2
a
2]
a
=

9

=
)

2015 '
(2015). Q.‘

Mempertimbangkan ba

\\‘-

¢ Sexual Desire Disorder (HSDD)
adalah gejala yang dilaporkan oleh pasien dan bahwa gangguan tersebut secara
umum merupakan hasil dari interaksi faktor biologis dan psikososial (lihat bagian
1), penting untuk menyediakan tenaga kesehatan dengan sebuah operasi. prosedur
yang berpusat pada pasien dan multidimensi.

Tujuan. Menjelaskan prosedur standar yang berpusat pada pasien dan

multidimensi untuk mendiagnosis dan mengelola HSDD di tingkat perawatan
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primer. Metode. Review literatur. Wawancara semi-terstruktur dan deskripsi
proses.

Hasil. Proses interaktif dengan pasien mengikuti beberapa langkah:

inisiasi, narasi pa

."

%‘@

biomedis

nawt

disesuaikan pada konseling

dasar sebag: ondisi individu,

L5 e

perawatan eron saja atau

A

menjadi dasar yang ideal untuk pendekatan pada pasien wanita dengan HSDD. Ini

dapat disesuaikan dengan pengaturan klinis individu.
3. Bitzer, Johannes; Giraldi, Annamaria; Pfaus, Jim (2013).

Prosedur operasi standar (SOP) membuktikan keefektifan dalam
menurunkan morbiditas dan mortalitas pada pasien pasca trauma berat di masa

lalu. Sampai saat ini, tidak ada bukti penggunaan SOP dalam perawatan bedah
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pasien onkologi lanjut. Bahan dan Metode: Analisis retrospektif ini mencakup
semua pasien dengan keganasan peritoneal yang dirawat dengan CRS & HIPEC

antara Maret 2008 dan Juli 2018 di institut kami. Prosedur operasi standar

tOtal 49]. p 1€1 1 I'Cl A(ld ta 56 0 + 12,6
tahun dan rata-ra 1,6 te 8 '. . pasien pertama

untuk dianalisis. Ke 2 ] pok pasca-SOP 316

A\ £ Y

kecuali rasio ; : 2 ( A ‘. 40,02), dan Skor

vs. 23.3%; p%0.07), dan mortalitas (1.9 vs. 1.4%; p%l1) tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan kelompok pra-SOP.

4. Brandl, Andreas; Alberto, Miguel, Raue, Wieland; Hartmann, Jens; Jara,
Maximilian; Feldbriigge, Linda; Pratschke, Johann; Rau, Beate (2020).

Keterbatasan rejimen ini termasuk toksisitas terkait kemoterapi seperti

demam neutropenia, dan ketidakpastian mengenai tanggal mulai apheresis ideal
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yang direncanakan. Dengan validasi baru-baru ini tentang sterilitas botol terbuka
dari plerixafor yang memungkinkan akses yang lebih luas di pusat kami (Seki

dkk. Can J Hosp Pharm2017; 70: 270), sebuah peluang diidentifikasi untuk

GCSF (Grup periode 4 bulan

telah dilakuka saja, 63 pasien

(2019).
Dengan validasi baru-baru 1in1 tentang sterilitas botol terbuka dari
plerixafor yang memungkinkan akses yang lebih luas di pusat kami (Seki dkk.
Can J Hosp Pharm2017; 70: 270), sebuah peluang diidentifikasi untuk transisi ke
rejimen mobilisasi sendiri yang tidak terlalu beracun oleh GCSF. Tujuan: Untuk
menentukan keberhasilan mobilisasi GCSF sendiri dibandingkan dengan

siklofosfamid dan GCSF berdasarkan: kemampuan untuk mengumpulkan pada
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tanggal awal yang direncanakan untuk apheresis, jumlah hari yang dibutuhkan
pada mesin apheresis untuk mencapai target jumlah CD34, persentase pasien yang

membutuhkan penyelamatan plerixafor, dan tingkat keberhasilan memenuhi

oporsi pasien yang
&>

apheresis yang direncanakan, menghabiskan rata-rata 1,5 hari di mesin apheresis,
dan 22 % diperlukan salvage plerixafor. 60/63 (95%) pasien dalam kelompok
validasi memenuhi target pengumpulan.

Kesimpulan: Di institusi kami, transisi ke GCSF saja sebagai mobilisasi
sel induk untuk pasien myeloma telah memungkinkan prediksi yang lebih akurat

tentang kesiapan untuk memulai apheresis, sehingga memungkinkan pemanfaatan
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sumber daya yang optimal dalam program transplantasi volume besar ini.
Sementara GCSF sendiri mungkin tampak kurang efisien dibandingkan

siklofosfamid dan GCSF dengan kecenderungan waktu yang lebih lama pada

memperke

daftar periks

kepatuhan

diekstrak terkait dengan area aplikasi, pengembangan SOP / daftar periksa,
persiapan pendidikan dan pelatihan tentang penerapan SOP / daftar periksa, sikap
staf dan efek penggunaan SOP / daftar periksa pada kepatuhan pedoman dan hasil
pasien.

Hasil: Pencarian literatur menemukan2187 artikel yang berpotensi relevan,

yang dipersempit mengikuti tinjauan abstrak dan tinjauan teks lengkap. Total
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akhir dari 13 penelitian diidentifikasi yang menggambarkan penggunaan dan

implementasi SOP.

7. Chen, Chulin; Kan, Ting; Li, Shuang; Qiu, Chen; Gui, Li (2016).

prosedur operas ka te aduk sebelum atau
&
g |

selama in

fed

' & L el
prosedur sepe Gpun jadi pada 0.2 z itong sel induk
lan

yang dicair ]

lanjut. Kami menggunakan protokol transplantasi tertulis untuk setiap pasien.
Kami menambahkan elemen dari SOP ke protokol tersebut.
8. Deeren, Kering; Dewulf, Evelyne (2017).

Dalam konteks mode kegagalan perawatan kesehatan dan analisis efek,

kami mencoba membuat prosedur operasi standar jika terjadi pecahnya kantong
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sel induk sebelum atau selama infus sel induk. Ini tampaknya sulit karena pusat-
pusat lain di Belgia tidak memiliki prosedur seperti itu.

Meskipun ruptur terjadi pada 0,24-1% kantong sel induk yang dicairkan

\ 3

Ka

FACT-JAC

Administrasi

AL

-

=

2

2

2 o
>

o Q

= tm

5 \"
o

Michieli M, Rupc

9. Dlugiewicz,

dikumpulkan selama penerbangan dianalisis untuk mendeteksi tindakan awak
yang berpotensi berbahaya. FDM dianggap sebagai salah satu faktor penentu
keberhasilan dalam pengurangan kecelakaan yang signifikan dalam operasi
maskapai penerbangan dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, menurut Laporan Joseph T. Nail ke-27, tingkat kecelakaan dalam

penerbangan umum (GA) tetap signifikan dan setinggi 4,87 per 100.000 jam
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penerbangan pada tahun 2015, meskipun ada pengurangan nilai yang lebih tinggi

yang diamati pada dekade pertama abad ke-21.

Untuk alasan ini, industri penerbangan umum dan badan pemerintah

suatu petunjuk
organisatori y etapka 1S : 0 baku yerisi petunjuk yang
menjelaskan
melakukan/ o8 : : a1 erintahan, penerapan
SOP merupa S an dengz [ peraturan Menteri

Pemerintahan

Penerapan SOP dalam pelayanan pemerintahan perlu diperhatikan antara
struktur organisasi dan pembagian tugas dalam pemerintahan serta dikaitkan
dengan beberapa hal penting dalam penerapan SOP, yakni: efisiensi, konsistensi,
minimalisasi kesalahan, penyelesaian masalah, perlindungan tenaga kerja

(pegawai), peta kerja dan batasan pertahanan.
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11. Elliott, Susan; Buroker, Norman; Cournoyer, Jason J .; Potier, Anna M .;

Trometer, Joseph D .; Elbin, Carole; Schermer, Mack J .; Kantola, Jaana;

Boyce, Aaron; Turecek, Frantisek; Gelb, Michael H .; Scott, C.Ronald

merupakan sebuah keharusan dengan dikeluarkannya peraturan Menteri
Pemerintahan dan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012. Dalam hal
pemerintahan, SOP bermanfaat untuk membantu kinerja pemerintah untuk lebih
efektif dan efisien dalam pelayanan masyarakat.

Komentar ini membahas kekhususan penerapan standardisasi EuroFlow

analisis sitometri aliran pada tiga sitometer aliran yang berbeda. Konsorsium
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EuroFlow mengembangkan pendekatan standar penuh untuk aliran imunofenotipe
sitometrik dari keganasan hematologis dan imunodefisiensi primer. Pengaturan

instrumen standar adalah bagian penting dari standarisasi EuroFlow. Awalnya,

pada 4471

kontekstual

pemerintaha

kompetensi

Sebaliknya, ini lebih mungkin terjadi di area yang ditandai dengan aktivitas paten
yang lebih intens, yang pada gilirannya mendukung permintaan yang dinamis dan
canggih untuk layanan baru. Meskipun secara luas konsisten dengan "kerangka
pengesahan teknologi" Fountain, temuan kami menunjukkan bahwa lebih banyak
penekanan harus diberikan pada kompetensi internal administrasi publik, dan

untuk konteks faktor-faktor spesifik yang mencerminkan karakteristik pengguna
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akhir. jaringan digital untuk pengembangan layanan berbasis web menyiratkan
sejumlah transformasi organisasi dan kelembagaan yang mendasar, termasuk:

perubahan dalam proses pengambilan keputusan; meningkatkan kompetensi dan

i1 dan transmisi bit

awan pada reputasi
dewan direksi.dan pejaba utif (CEO). Ka akan kumpulan data

anual, termasuk

itu, kami mendokumentasikan bahwa karakteristik kasus, seperti biaya
penyelesaian, biaya pengacara, durasi kasus, dan hasil kasus, dapat memainkan
peran penting dalam hilangnya reputasi CEO dan kehilangan kursi dewan
tambahan.

Secara keseluruhan, hasil kami memberikan bukti yang mendukung

hubungan antara perlakuan di tempat kerja karyawan dan reputasi individu
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direktur dan CEO. © 2020 Dewan Pengawas Universitas Illinois. Diterbitkan oleh
Elsevier Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. (Gray & Balmer, 1998).

Perusahaan yang memiliki reputasi kuat menarik karyawan yang lebih baik,

Ak

SARALNAN

perusahaan |

Asosiasi ne

penjualan,

AtaaN]

karyawan ini

ara perusahaan

A TLY

Investor ini, dan ketika diungkapkan kepada publik, dapat mengurangi
kemungkinan masa depan direktur perusahaan (Wu, 2004). Perlakuan buruk
karyawan yang dipublikasikan juga dapat menandakan budaya tempat kerja yang
mendorong perilaku buruk, seperti dalam kasus Wells Fargo, di mana karyawan
dihukum setelah mencoba melaporkan manajer lokal karena menekan mereka

untuk membuat rekening bank yang curang7.
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Ketakutan akan pembalasan dari karyawan ini menunjukkan perlakuan
yang salah terhadap karyawan dan kurangnya sistem tata kelola yang ditegakkan

dengan benar untuk menangani penyimpangan di tempat kerja. Tuduhan

nutupi praktik

hukum kary

Shang

s
o
o (1
Vel
4

Manajer yang terkait dengan skandal perusahaan atau perilaku curang.
Studi sebelumnya menemukan hubungan antara reputasi eksekutif dan penipuan
keuangan (Fich & Shivdasani, 2007); penghindaran pajak (Lanis et al., 2018); dan
tuntutan hukum pemangku kepentingan (Liu, Aharony, Richardson, & Yawson,

2016).
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14. Hammann, Claudius; Hurst, Simon; Krause, Christoph; Schmeiser,
Sebastian; Wagner, Anna; Feldhiitter, Anna (2020).

Evaluasi bentuk algoritmik, tekstual dan bergambar representasi prosedur

an waktu saat
tindakan berha implen :' A 3 i i untuk setiap
langkah tinc . ake " esalaha betbeda, pemisahan
dilakukan dala ’ i kt ara operasi yang

diperlukan de ena terle a);1Oper alu dini (Tindakan

misalnya, melewatkan langkah instruksi).
15. Tu, Yidong; Lu, Xinxin; Wang, Shuoli; Liu, Yun (2020).

Karakter karyawan yang positif secara maksimal untuk karir organisasi
yang lebih baik, kami mengandaikan bahwa perilaku kepatuhan keamanan

karyawan dapat ditingkatkan melalui perilaku organisasi yang positif.
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Jika organisasi merangkul sifat dan kekuatan positif karyawannya dan
mengembangkan budaya organisasi dan kebijakan kepatuhan keamanan

berdasarkan sifat-sifat ini, kepatuhan keamanan yang lebih baik dapat dicapai

erecka untuk

mereka dan

A

mencapai ki

CAaNRY

positif terh prganisasi dapat

ditingkatka idang Psikologi

AN

ngan tempat kerja

7]
Q

8

=

o

a

@

a

=

alam organisasi.

n untuk pelaksanaan

Prosedur operasi standar untuk investigasi kejahatan dunia maya: tinjauan
pustaka sistematis Stephen Jeffries, korban Edward Apeh, bank dan uang, tingkat
layanan yang diberikan sangat bervariasi. Hal ini ~dengan kurangnya prosedur
operasi standar yang harus diikuti oleh petugas dalam menyelidiki contoh online,
serta kurangnya pengetahuan tentang data apa yang tersedia dan bagaimana data

tersebut dapat digunakan. Hal ini semakin diperparah oleh tinjauan belanja
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komprehensif pemerintah dan pemotongan anggaran polisi yang ekstensif yang

mengakibatkan lebih sedikit petugas polisi (Millie & Bullock, 2012).

Selain itu, setiap petugas tambahan yang ingin dipekerjakan oleh polisi

Investigasi
baiknya

17.

AL LT

AN

masih ada ke . nahai if <
&

dirasakan dalam konteks kebijakan lokalisasi Arab Saudi.

Studi ini menggunakan teori identifikasi sosial untuk menjelaskan
bagaimana persepsi karyawan tentang reputasi perusahaan dan identifikasi mereka
dengan perusahaan membentuk sikap kerja mereka di hadapan ketidakamanan

kerja. Partial least square - path modeling (PLS-PM) dan alat PROCESS
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digunakan untuk menguji hipotesis dari data yang dikumpulkan dari 135 pekerja
migran ekspatriat yang bekerja di berbagai organisasi di Arab Saudi.

Temuan menunjukkan bahwa ketidakamanan kerja memiliki efek

7

v

N
negatif ketidakaman ? j

sedangkan
mengurang

Meskipun

segi masukan positif dan negatifnya (Belbin, 2004) dan dipelajari dalam konteks
tim yang seimbang (Senior, 1997), di mana semakin banyak peran yang
dialokasikan kepada seorang anggota tim, kinerja tim yang lebih baik dapat
dicapai (Senaratne & Gunawardane, 2015). Wong (2007) telah membangun

penelitian Belbin dan menyimpulkan bahwa tim yang terdiri dari para profesional
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terbaik tidak selalu menjamin kesuksesannya dalam menjalani SOP (Macmillan,

2001).

Di  samping pengalaman profesional, manajer acara  harus

selanjutnya.
19. Durst, Phillip T .; Moore, Stanley J .; Ritter, Caroline; Barkema, Herman
W. (2018).
Idealnya, memiliki karyawan yang produktif dan berkinerja tinggi.
Karyawan seperti itu telah disebut "bertunangan", yang berasal dari karya Kahn

(1990), yang memulai dengan premis bahwa karyawan dapat menggunakan
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berbagai tingkat diri mereka secara fisik, kognitif, dan emosional dalam peran
yang mereka lakukan. Billikopf (2003) mendeskripsikan pekerja yang absen atau

tidak terlibat secara mental -yaitu, pekerja itu hadir tetapi pikiran mereka ada di

tempat lain.

antara legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, negara-negara yang daya tawar
legislatornya dalam menentukan kebijakan publik, atau kepentingan terhadap
kinerja birokrasi yang sebenarnya, relatif kecil akan cenderung untuk menata
birokrasi sehingga lebih banyak melayani kepentingan eksekutif.

Dengan demikian, patronase juga harus lebih umum. Hasil ini membantu

menjelaskan perbedaan di berbagai negara seperti Meksiko atau AS, di mana
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organisasi layanan konstituante dibahas di awal makalah: penurunan dari waktu
ke waktu - selama abad ini - dalam proporsi orang yang ditunjuk secara politik di

Amerika Serikat di federal.

pertama, QU al : n-legislator mulai
meningkat, se ] okatkan day g ﬂ Presiden. Pada
saat yang a, ke i :' ! empengaruhi  kehidupan
konstituen see ebih 1 g, entin: an’ legis daerah beralih dari

patronase ke

21.

awan perusahaan
publik dapat me awan. Perusahaan
yang diprivatisasi h ektur yang dipilih oleh
karyawan berdasarkan ha egang saham karyawan dapat

memilih direktur setiap kali mereka memiliki setidaknya 3% dari saham yang
beredar.

Dengan menggunakan sampel komprehensif perusahaan dalam Indeks
Société des Bourses Frangaises (SBF) 120 dari tahun 1998 hingga 2008, kami
memeriksa dampak direktur-karyawan pada penilaian perusahaan, kebijakan

pembayaran, dan organisasi serta kinerja dewan internal.
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Kami menemukan bahwa direktur yang dipilih oleh pemegang saham

karyawan meningkatkan penilaian dan profitabilitas perusahaan, tetapi tidak

secara signifikan mempengaruhi kebijakan pembayaran perusahaan. Direktur

hak hukum untuk memilih satu direktur setiap kali mereka memiliki setidaknya
3% dari saham beredar. Selain itu, Undang-undang Prancis mengizinkan tetapi
tidak mengamanatkan bahwa perusahaan yang terdaftar dapat mengadopsi
struktur dewan pengawas dan manajemen dua tingkat, sesuai dengan model

Jerman.
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Secara bersama-sama, peraturan dan pilihan tata kelola ini telah
melahirkan perwakilan karyawan di dewan lebih dari seperlima perusahaan

Prancis terbesar, tetapi juga menciptakan variasi lintas bagian yang signifikan

secara berbeda ada perwakilan yang dipilih megang saham
dan oleh p

Sam ' j e K menguji secara

Akhirnya, sampel kami memungkinkan kami untuk memeriksa bagaimana
berbagai jenis representasi dewan karyawan memengaruhi ukuran dan pembuatan.
Seperti yang diprediksikan oleh Jensen dan Meckling (1979), pekerja akan
memiliki alasan yang kuat untuk melobi dewan perusahaan agar memberikan gaji

yang lebih tinggi dan sewa lain karena pekerja akan mendapatkan keuntungan dari
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ini dengan biaya pemegang saham, tetapi akan menanggung sedikit biaya untuk
mengalihkan arus kas perusahaan.

Tirole (2001) juga menunjukkan bahwa mengembangkan masyarakat

tahun

perusahaan ga 2007, kami

menganalis tenaga kerja
memengaru

yang lebih baik

industri, spesifikasi model alternatif, dan kontrol untuk kondisi kerja dan
perubahan dalam efisiensi kerja.

Sama sekali, Temuan kami menyoroti pentingnya kondisi pasar tenaga
kerja pada kemanjuran kebijakan keuangan perusahaan dan pemahaman kami

tentang bagaimana kebijakan ini memengaruhi hasil ekonomi. © 2016 Elsevier

BV Semua hak dilindungi undang-undang. mengamati interaksi antara struktur
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modal perusahaan dan pemangku kepentingan keuangan dan non keuangan.
Secara khusus, kami menunjukkan bagaimana kondisi pasar tenaga kerja

mempengaruhi efektivitas kebijakan keuangan perusahaan. Dengan demikian,

engan Praktek
kualitas dan
nal, penetapan
Standardisasi

dan Obat, dan

mengembangkan prosedur operasi standar budidaya sa ron sesuai dengan aturan
Good Agricultural and Collection Practices (GACP) untuk memastikan
ketertelusuran asal bahan tanaman.

Untuk tujuan ini, saff ron ditanam di tujuh zona eksperimen yang berbeda
dengan perbedaan ketinggian, tanah dan iklim di Ukraina. Setiap sampel sa sa ron

yang dipanen pada tahun 2016/2018 diolah untuk menentukan kadar air, abu total
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dan jumlah picrocrocin, crocins, dan safranal menggunakan spektroskopi
ultraviolet-visible sesuai ISO 3632. Hasil terbaik adalah 40 g/ 100 m2 di wilayah

Cherson .

24.  Mills, Ka

prosedur
peternaka ng pa g sejahteraan hewan,
seperti pral / y . ad ygram Peternakan
Sapi Perah
ntang pertanian

ari industri lain

peneliti dan dokter hewan apa yang dipertimbangkan saat menyusun SOP dan (2)

faktor apa yang mempengaruhi kepatuhan terhadap saran. Partisipan dalam
penelitian ini adalah peternak (n = 9) dari 6 peternakan sapi perah di wilayah
Fraser Valley di British Columbia, Kanada dan kawanan dokter hewan mereka (n

= 5). Wawancara terstruktur dan semi terstruktur serta observasi partisipan
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dilakukan dari bulan April hingga Desember 2018, dan data yang dihasilkan
dianalisis menggunakan analisis tematik.

25. Mackenzie, Catherine; Balaev, Mikhail; Smith, Ilan Goodwin; Shearer,

angat banyak dari
isalnya dengan

aripada dibatasi

S 2

as batas dengan

n individu untuk

s D)5
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kepemimpinan di antara manajer situs, manajer program, dan pemimpin tim untuk
menegosiasikan cara-cara memasukkan kekhususan budaya ke dalam operasi
sehari-hari mereka. Selain itu, otonomi yang lebih besar dalam jangka panjang
dapat meningkatkan daya tanggap, meningkatkan kapasitas adaptif dan

mendorong keterhubungan staf (Chen et al., 2013).
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26.  Rasquinho, Olavo; Leong, Derek; Liu, Jinping (2012).

Tantangan yang dihadapi oleh pemberi peringatan Prosedur Operasi

(SOP), media, pengelola bencana, dan masyarakat pesisir adalah memahami

pengambil keputusan, peramal, dan penghuni.
26. Schmidt, RH; Pierce, PD (2016).

Produksi produk makanan yang aman dan berkualitas tinggi oleh fasilitas
pemrosesan dan penanganan makanan memerlukan pengembangan dan penerapan
Prosedur Operasi Standar (SOP) yang efektif untuk fungsi dan aktivitas utama

sehari-hari.
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SOP ini memberikan landasan atau tulang punggung untuk program
keamanan dan kualitas pangan yang efektif. Istilah "SOP" dapat didefinisikan

sebagai praktik tingkat prosedur dengan dokumentasi, yang secara jelas

pemrosesan

dan / atau

administras san dan sanitasi.

AT AN

SOP yang ¢ ses atau prosedur

(bahkan ket isiensi melalui

pengurangar

bagaimana

5 e ek
£

—t
o
=
8
Q
=i
)
w2
=,
g
=

makanan, pe

bahwa SOP

mereformasi hukum perusahaan Eropa dan tata kelola perusahaan. Komisi Eropa
menyoroti efek positif dari kepemilikan saham karyawan pada tata kelola
perusahaan dengan meningkatkan berbagi informasi, transparansi perusahaan, dan
partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan.

Komisi Eropa berpendapat bahwa, ketika karyawan memegang saham

kepemilikan, mereka menuntut transparansi penuh atas akun dan keputusan
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perusahaan. Karyawan yang berpengetahuan luas dapat memberikan kontribusi
yang signifikan terhadap efektivitas dewan perusahaan, terutama fungsi penting
mereka dalam memantau dan mengawasi manajemen (Komisi Eropa, 2014).

berkontribusi  untuk

jaringan, dengan

rincian spesimen. pe : ] dan pemrosesan,

kontaminasi silang sampel.

Optimalisasi pengumpulan jaringan dan aliran kerja pemrosesan
memastikan kualitas pengawetan jaringan untuk aplikasi molekuler, serta sel
hidup dan jaringan utuh yang diawetkan. Dua sampel terakhir sangat penting
untuk studi yang melibatkan lokalisasi jaringan, dan karakterisasi fungsional /

fenotipe menggunakan sel hidup.
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Untuk aplikasi molekuler, perhatian khusus diberikan pada waktu antara
eksisi jaringan dan pengawetannya (dengan pembekuan cepat atau perendaman
dalam RNAlater, Applied Biosystems / Ambion, Austin, TX), atau waktu iskemia

hangat.

untuk an
molekuler
multisente
didokumen
yang luas
meminimalkan+wa per 3). Pendekata untuk pengadaan

jaringan ki

sampel RNA berkualitas tinggi (skor nomor integritas RNA> 7) (Gbr. 1) sesuai

untuk analisis microarray (15) dan jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan
untuk biobanking jaringan kanker pankreas manusia (42%) ) (16).
Data microarray dari 85 sampel menjadi sasaran pengukuran kontrol

kualitas standar dari kualitas array individu dan kelompok yang memeriksa
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distribusi kecocokan sempurna (PM) dan intensitas sinyal latar belakang, dan
intensitas probe yang menargetkan transkrip berduri dan gen kontrol.

Semua array menunjukkan bentuk dan jangkauan distribusi intensitas

jaringan.

2.4. Konsep Operasioal
Untuk menghindari dan menghilangkan dari kesalah pahaman tentang
beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu

dijelaskan beberapa konsep operasional. Untuk lebih jelasnya penelitian ini

memberi batasan berupa konsep operasional.
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Definisi operasional adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu

variabel dengan cara memberikan arti atau mendeskripsikan (menggambarkan)

kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan yang digunakan untuk

suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada
individu (pegawai). Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut
dikembangkan secara maksimal di dalam dunia kerja untuk mencapai
tujuan organisasi dan pengembangan individu pegawai.

5. Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di atau

Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kampar.
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BAB III
METODE PENELITIAN

1.  Tipe Penelitian

Pengemba

metode kua

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama
dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif
tidak digunakan istilah populasi. Informan penelitian adalah orang yang
memberikan informasi mengenai permasalahan yang berhubungan dengan judul

peneliti.

75
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Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama
merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena

penelitian ini mengkaji tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur

merasakan me is ok al ng ] onisasi dan
validasi datz

Adapuni : 1 cun ] clitia diti dari sekretaris
BKPSDM,

dan calon PNS 3 Kamp Te 79 i am menentukan

Tabel 3.1 : Informan Penelitian

No Informan Penelitian Jumlah Keterangan
1 | Ka BKPSDM 1 Key Informan
Sekretaris BKPSDM 1 Informan
3 | Ka Bidang Pengembangan dan 1 Informan
Kompetensi Aparatur
4 | Staf BKPSDM 1 Informan
5 | CPNS Kabupaten Kampar 1 Informan
Jumlah 5 Informan

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022
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4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri

dari :

.. \\\;\\%\ "

5.

1. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang
diteliti dengan alasan untuk mengetahui secara tepat situasi dan kondisi dari
lokasi penelitian yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia  Kabupaten Kampar guna memperoleh data mengenai

pedoman penyusunan dan analisa pembuatan Standar Operasional Prosedur
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(SOP) pelaksanaan Diklat Dasar bagi Calon Pegawain Negeri Sipil (CPNS)
Kabupaten Kampar.

2. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada populasi yang

a Badan Kepegawaian

S N asatth

N3 7

WA AL NIRRT

‘\

pendekatan
kemudian d
ditambahkan yang sifatnya
mendukung dianalisis secara

kualitatif.
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BAB 1V

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Singkat

1999 tentang
‘@‘ wewenang

berdasarkan

berganti nama menjadi Badan k

an dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia ( BKPSDM ) Kabupaten Kampar.
4.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :
1. Kepala Badan ;

2. Sekretaris ;

79
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3. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ;

4. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur;

5. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ;

2% 8 N )

ate
ﬂf“ :
Z

Kepala Bidar
Bidang yaitu:

1.

Kepala Bidang Pengadaan , Pemberhentian dan Informasi membawahi 3 (tiga)
Sub Bidang yaitu :

1. Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian ;

2. Kasubbid Data dan informasi ;

3. Kasubid Fasilitasi Profesi ASN .
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Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan membawahi 3 (tiga)
sub bidang yaitu :

1. Kasubid Penilaian dan Evaluasi Kinerja Jabatan Struktural ;

< b2 TAIUN 2015
- B ULAMELE JULL

IR PAGIAN KELIANGAN
AN RELT

BAIANG TRSI DAN

- 1 sumsame o
SIREDAG M PERIENIAYGAH AN
SRS
00 BIANG 8 304G DATA DA
— g AN AL HEORMY P L
DR IR TERNE FURGECVAL
JAGATAN FUNGIONAL
SUBBIOANG S8 RANG FAGIITAS)
PEAGAMEANGAN KRR : FRGECH SN PENGEMBANGAN
SUB BIOANIE DEIPLIN D&M
- T
P | rAGHRGAN .,

UPTB )

Sumber : BKPSDM Kabupaten Kampar

4.2. Bagan Organisasi BKPSDM Kabupaten Kampar
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4.3. Fungsi dan Tugas Organisasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

NET} WeJS] Se}ISIoAIUN) ﬂEB){BJSﬂdJﬂ&
I disay yejepe 1ul udwnyo(g

pelatihan.
Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan menyelenggarakan tugas dan
fungsi yaitu :

a. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja;

b. Perumusan dan pelaksanaan tugas;

c. Pembinaan dan pelaksanaan pelayanan administrasi;
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d. Pengelolaan Sistem Informasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;

e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

f.  Pembinaan tenaga fungsional;

tugas dan fungsi :

program  kerja

dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Mengoordinir penyusunan rencana kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia;

c. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian,
umum, perlengkapan, keuangan dan penatausahaan aset serta

penyusunan program;
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d. Mengoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan

di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia;

SRS

.‘
‘5‘.‘
: 5 -
=
a
4.
oo
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j-  Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan

agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;

k. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara
lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;

l.  Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat

diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
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. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi

dan bimbingan teknis;

Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima

Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian, tata usaha,
umum, perlengkapan dan rumah tangga serta kearsipan berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku;

Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penghimpunan dan sosialisasi
peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan

informasi bidang umum dan kepegawaian;
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Melaksanakan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait

sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;

Melaksanakan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan,

dan registrasi Pegawai Negeri Sipil serta pengarsipan penilaian prestasi
kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan badan;

Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk
operasional bidang umum dan kepegawaian;

Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan

agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
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m. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara

lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;

n. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat

AR

-

a.  Merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk
atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b.  Melakukan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta

merumuskan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, LKjIP,
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Renstra, Renja, RKA, DPA dan laporan realisasi fisik program

pembangunan;

Melakukan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;

Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun
tertulis;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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5. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan badan.

dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

i.  Melaksanakan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan
barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

j- Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk

operasional bidang keuangan dan penatausahaan aset;
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90

Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan

agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;

Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara

dan fungsi :

a.

b.

Merumuskan kebijakan mutasi dan promosi;
Menyelenggarakan proses mutasi dan promosi;
Mengkoordinasikan pelaksanaan mutasi dan promosi;

Memverifikasi dokumen mutasi dan promosi,
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®

Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi dan promosi;
f.  Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan

petunjuk operasional bidang Mutasi dan Promosi,

n agar
e
P
w1
7
i

- £ 5
o

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
7. Sub Bidang Mutasi
Sub Bidang Mutasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang

mempunyai tugas menyelenggarakan mutasi pegawai.
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Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Mutasi melaksanakan tugas dan

fungsi:

a. Merencanakan dan melaksanakan mutasi;

dan standar,

au secara lisan
sing-masing;

lis atau secara

Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima
untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;

k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun
tertulis;

l.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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8. Sub Bidang Kepangkatan

Sub Bidang Kepangkatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang

mempunyai tugas penyelenggaraan kepangkatan pegawai.

dan standar,

+ 2

N
|-

2

7

=)

7

j-  Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat
diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;

k. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi
dan bimbingan teknis;

l.  Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima

untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
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Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun
tertulis;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan

U\ R )
Sl A M R
e

idan ot i d " yrang Kepala
o

idang pengembangan

dan Promosi

standar,

%

Membagi tugas k . de cara disposisi atau secara lisan

agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara
lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;

Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat

diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
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Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi

dan bimbingan teknis;

Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima

Mengevaluasi hasil penilaian kinerja;
Memverifikasi usulan pemberian penghargaan;

Mengkoordinasikan usulan pemberian penghargaan;

Mengevaluasi dan pelaporan penilaian kinerja dan penghargaan;
Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan

agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
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Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara
lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;

Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat

| o
| »

[]

Struktural melaksanakan tugas dan fungsi :

a.

Merencanakan dan melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja
aparatur jabatan struktural,

Membuat informasi terkait indikator penilaian kinerja aparatur jabatan
struktural;

Menganalisis hasil penilaian kinerja apatur jabatan struktural;
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d. Mengevaluasi dan pelaporan hasil penilaian kinerja aparatur jabatan
struktural;

e. Menyusun dan melaksanakan norma, pedoman dan standar,

N

dengan tugas dan

12. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Jabatan Fungsional
Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Jabatan Fungsional dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan
penilaian dan evaluasi kinerja jabatan fungsional.
Dalam melaksanakan Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Jabatan

Fungsional melaksanakan tugas dan fungsi :
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a. Merencanakan dan melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja
aparatur jabatan fungsional,

b. Membuat informasi terkait indikator penilaian kinerja aparatur jabatan

dan standar,

au secara lisan
sing-masing;

lis atau secara

Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima
untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;

k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun
tertulis;

l.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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13. Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan

Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan wurusan disiplin dan

+ R

: ...t.“
R
=

Pengelolaan dan pelaksanaan pemberian cuti ASN (cuti besar dan cuti
diluar tanggungan negara);

i.  Mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan;

j- Menyusun dan melaksanakan norma, pedoman dan standar,

operasional;
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k. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan
agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;

l.  Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara

pemberhentian dan informasi.
Dalam melaksanakan, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
melaksanakan tugas dan fungsi :

a. Merumuskan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan informasi;

b. Menyusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk

pelaksanaan pengadaan PNS dan PPPK;
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Menyelenggarakan pengadaan PNS dan PPPK;

Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi pemberhentian PNS dan

PPPK;

au secara lisan
sing-masing;

lis atau secara

Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima
untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun
tertulis;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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15. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian

Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan dan

standar,

operasional;

j-  Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan
agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;

k. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara

lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
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Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat

diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;

. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi

Menyusun data dan arsip kepegawaian PNS dan PPPK;
Mengevaluasi sistem informasi kepegawaian;
Menyusun Daftar Urutan Kepangkatan;

Menghimpun, merumuskan dan melaksanakan penyusunan peta jabatan

pegawai;
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g. Menyusun dan melaksanakan norma, pedoman dan standar,
operasional;

h. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan

)
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Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi profesi ASN.

Dalam melaksanakan, Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN melaksanakan tugas
dan fungsi :

a. Merencanakan dan melaksanakan fasilitasi kelembagaan profesi ASN

(KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya);
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b. Mengelola administrasi umum, kepegawaian dan kegiatan

keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi

ASN;

n jasmani dan rohani

j-  Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi

dan bimbingan teknis;

k. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima
untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;

l.  Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun

tertulis;
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m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

18. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur

g.  Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi;

h. Menyusun dan melaksanakan norma, pedoman dan standar,
operasional;

i.  Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan

agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
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Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara

lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;

Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat

melaksanakan tugas dan fungsi :

a.

Merencanakan dan menyusun kebutuhan diklat penjenjangan dan
sertifikasi;
Menginventaris dan seleksi calon peserta diklat penjenjangan dan
sertifikasi;

Mengusulkan peserta diklat penjenjangan;
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d. Mengusulkan peserta sertifikasi sesuai bidang keahlian;
e. Mengkoordinasi, memfasilitasi atau menyelenggarakan pelaksanaan

diklat penjenjangan dan sertifikasi;

s
* @ lis atau secara
Ktif’ ’

tertulis;
n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
20. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional
Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan diklat teknis fungsional.
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Dalam melaksanakan, Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional melaksanakan

tugas dan fungsi :

a. Merencanakan dan menyusun kebutuhan diklat teknis fungsional;

dan bimbingan teknis;

k. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima
untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;

l.  Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun

tertulis;
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m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

21. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi

&
* @ kompetensi;
Fel

cnge gg kompetensi,

1al dan sosial;

pengembangan

penyesuaian ijazah;
Mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pengembangan kompetensi;
Menyusun dan melaksanakan norma, pedoman dan standar,
operasional;

Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan

agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
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l.  Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara

lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;

m. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat

jabatan melalui seleksi jabatan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten
Kampar.

Sumber keuangan untuk pelaksanaan seluruh kegiatan dan pengadaan
perangkat kerja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kampar yang setiap tahunnya diusulkan dalam bentuk Rencana Kerja

Anggaran (RKA). RKA dibuat oleh seluruh Sub Bidang yang diteruskan melalui
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Sub Bagian Perencanaan lalu diusulkan ke Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kampar dan disetujui melalu rapat dan penetapan anggaran

oleh DPRD Kabupaten Kampar.
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ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

5.1. Identitas Informan

Pengemban
yang terdi a j min aitu jenis celam 1 dan perempuan.

Jenis kelam

Tabel V.1 : Distribusi Ju nt Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%)
1 Laki — Laki 4 80%
2 Perempuan 1 20%
Jumlah 5 100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2022

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah informan di dengan jenis
kelamin laki — laki adalah 4 orang dengan persentase 80%, dan untuk jenis
kelamin perempuan adalah 1 orang atau sama dengan jumlah persentase 20%, dari

keseluruhan responden yang diwawancara berjumlah 5 orang.

113
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Usia merupakan suatu tingkat kematangan pikiran seorang dalam rangka

mengambil keputusan apa yang harus dan tidak dilakukan. Usia merupakan faktor

yang sangat bai lam tugas — tugas yang
diberik NN \% ja, tingkat
ketelitia Wﬂﬁﬁdﬁ@ﬁy kerja, yang

| . \}\*\l ’?ﬁﬁ, |
mungkin ole aha lain. Untuk
lebih jelas hal ters 2.
Tabel V.2
No = - ersentase
1 # = 20%
2 : 5 20%
3 -50 =k 40%
4 0 20%

Juml 100%
Sumber : Da Penu J

A Y
Dari il N% forman berkisar

antara 41 samp

orang dari 5 ora

(6]

dibawah 30 tahun berj

informan yaitu 2
forman yang berusia

sia 30 sampai dengan 40

berjumlah 1 orang dengan perse . Sedangkan yang berumur 50 lebih
berjumlah 1 orang dengan persentse 20%.
3. Tingkat Pendidikan Responden

Selain tingkat umur, tingkat pendidikan juga berdampak terhadap kinerja,
semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang pegawai maka akan semakin tinggi

pula kinerja yang dimilikinya. Seluruh pegawai yang bekerja memiliki tingkat

pendidikan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan instansi.
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Pendidikan merupakan suatu usaha seseorang dalam rangka memberikan

pengembangan terhadap pola fikir orang lain dalam memahami dan menilai

sesuatu dimana dari tingkat pendidikan kita akan mengetahui kemampuan
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5.2. Hasil Penelitian Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting dalam system

Negara dar
secara kons

kompetensi aparatur aga nyesuaikan dengan p an-zaman dari waktu

ternyata pelayanan yang dirasakan masyarakat tidak sesuai dengan kepuasaan

masyarakat sebagaimana mestinya.

Oleh sebab itu, untuk mengurangi tingkat kekurangan dari ASN,
pengembangan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atau suatu instansi
harus perlu ditingkatkan kembali, salah satunya melalui program pendidikan non

formal yang relatif tidak memakan banyak waktu, sesuai dengan tujuan yang ingin
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dicapai yait pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Oleh karena itu, pengembangan

sumber daya manusia dalam sebuah organisasi perlu ditingkatkan kembali, salah

satunya dengan pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Hal ini sejalan dengan

PNS. Peraturan pemerintah danUndang-Undang tersebut menjelaskan beberapa
persyatan untuk menjadi PNS dan tujuan dari diadakannya diklat tersebut telah
diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2014 Pasal 63-64 dan Peraturan
Pemerintah tahun 2017 Pasal 34-35 adalah sebagai berikut :

1. CPNS wajib mengikuti masa percobaan.

2. Masa percobaan melalui pendidikan dan Pelatihan yang terintegrasi
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3. Masa percobaan dilakukan selama 1 tahun.
4. Tujuan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan

motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang

mengasah

langsung b

AL N:

AR YRR
=
g
.

yang dimi
akan luput
diungkapka
lah seseora

memanfaatka

dunia, maka itu pendidikan memiliki peranan penting dalam menciptakan sumber
daya manusia yang berkualitas. Pada umumnya kualitas sumber daya manusia
dapat menentukan dampak terhadap suatu negara bahkan khususnya pada manusia
itu sendiri dan organisasi atau intansinya. Salah satu upaya dalam meningkatkan
kualitas sumber daya manusia yakni ditujukan untuk menciptakan kader-kader

bangsa yang akan melaksanakan pembangunan.
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Sumber daya manusia yang kelak akan menentukan keberhasilan

pembangunan. Untuk itu, salah satu cara menciptakan sumber daya manusia yang

berkualitas yakni melalui pendidikan. Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2003

aya manusia di

negaranya. : e dikan : ‘. apkan berbagai

yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”.

Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak hanya dapat
ditempuh melalui jalur pendidikan formal, melainkan dapat ditempuh melalui
jalur pendidikan non-formal. Selanjutnya menurut Undang-Undang No. 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat (3) menyatakan bahwa:

“Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak
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usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan,
pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan Pelatihan kerja, pendidikan

kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan

kemampuan pesex

membangur ‘ 1 2 yjuran - pasionalisme dan
kebangsaan ‘kepribadian yang ung & jawab, dan

memperku.

terintegrasi, yai ) gara elatiha ' lukan pembelajaran

klasikal dan nonkl: : i cpa kerja, sehingga
memungkinkan dan
mengaktualisasikan, : gbiasaan (habituasi), serta
merasakan manfaatnya, se nya sebagai karakter Pegawai

Negeri Sipil yang profesional sesuai bidang tugas. Melalui pembaharuan pelatihan
tersebut, diharapkan dapat menghasilkan Pegawai Negeri Sipil profesional yang
berkarakter dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana
kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.

Seorang Calon Pegawai Negeri Sipil agar dapat diangkat menjadi seorang

Pegawai Negeri Sipil harus mengikuti Pelatihan Dasar bagi Calon Pengawai
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Negeri Sipil yang dulu sering disebut Latihan Pra Jabatan (LPJ) tetapi saat ini

disebut dengan Pelatihan Dasar (DIKLATSAR) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil

(CPNS).

dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan
wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar
tentang sitem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya
organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan
masyarakat. Peraturan Lembaga Administrasi Republik Indonesia (PERKALAN)

Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
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Sub Bidang Pelatihan Penjenjangan dan Sertifikasi bagi Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) berfungsi untuk meningkatkan kompetansi Pegawai Negeri

Sipil dari tingkat dan spesialisasi pendidikan dan jabatan, namun masih terdapat

yang

Pegawai erl Sipi ade par. Sa ; ada Standar
Operasional [ g an Pelatihan Dasar
bagi Calon Pegg eg 3¢ d Jaksanaan Pelatihan

tersebut masih alami kendala diantaranny: endataan dan pada waktu

Untuk menjawab persoalan di atas diperlukan beberapa kebijakan dan
format SOP agar pelatihan yang dilaksanakan lebih efektif dalam membangun
kualitas SDM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar sekaligus
membangun SKPD/ OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
lebih berkualitas, berintegritas tinggi penuh dengan inovasi dan kreatif dalam

menjalankan fungsi pelayanan publiknya.
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SOP merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki dalam

melakukan suatu kegiatan. Hal ini bertujuan agar didalam pelaksanaan tersebut

ada yang dijadikan regulasi, acuan dan pedoman untuk pencapaian hasil

ALY

A (Y

Jurnal Darius Kabanga “Tahap-Tahap Penyusunan SOP (Standar Operating
Procedure) website Bina Integrasi Edukasi (april 27, 2018). Dapat disimpulkan

tahapan pembuatan SOP tersebut adalah sebagai berikut:
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1. Persiapan
Tahapan persiapan ini bertujuan untuk menentukan hal-hal yang

diperlukan dalam pembuatan SOP, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai

berikut:

:

penulis dan

pembuatan

S LA

-
A ML)

wn
0
=,
=
(U]
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3. Menetapkan kebutuhan;
Tahapan ini bertujuan didalam pembuatan SOP nantinya terarah dan

terukur tidak sehingga mudah untuk dipahami dan diterapkan.
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4. Menentukan tindakan;
Tahapan ini bertujuan menentukan tahap-tahap apasaja yang akan

dilakukan dalam perumusan SOP, sehingga didalam perumusan SOP nantinya

Dasar Calon

maka dapat

pelaksanaan
setiap kegiatan
1dak, yang dari
g signifikan”.

d 1% ‘ { : al tersebut dibenarkan
oleh Ka Bidang Pengembang % er paratur menyatakan bahwa :

“Secara umum kami sudah melaksanakan tupoksi dengan baik dalam
menjalankan tugas mengatur agenda Diksar. Meskipun SOP masih dalam
tahap penyusunan, namun acara ini juga harus terlaksana dengan
baik.”(Wawancara dengan Ka Bidang Pengembangan dan Kompetensi
Aparatur, 2022)
Menurut Ka Bidang Pengembangan dan Kompetensi Aparatur menyatakan

bahwa secara umum pihaknya sudah melaksanakan tupoksi dengn baik dalam

menjalankan tugas mengatur agenda Diksar, meskipun SOP masih dalam tahap
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penyusunan, namun acara diksar harus terlaksana dengan baik. Begitu juga
dengan tanggapan Sekretaris BKPSDM menyatakan bahwa :
“Kami sudah berupaya maksimal dalam mengatur penyusunan SOP dari

sejak lama, namun_tetap saja ada beberapa dala dikarenakan kejadian
tak terdug ang ,, % waan Diksar tersebut

KRR ..’i
%RQASISLA? M % .

sejak lam
terduga.

tidak terlaks

regulasi, acuan dan pedoman w apaian hasil pelaksanaan kegiatan
tersebut sesuai dengan harapan dan tujuan dari kegiatan tersebut.
2. Pembentukan TIM Perumus SOP

Tahapan ini bertujuan untuk menentukan siapa saja yang membantu dan

melaksanakan penerapan SOP tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Penanggung Jawab sebagai Pelaksana;
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Tujuan dibuatnya penanggung jawab agar SOP tersebut jelas siapa yang

menjadi pengarah dan pengatur dalam pembuatan SOP.

2. Menyusun Pembagian Tugas;

sehingga bisa
implementasi
penerapan
4. Menent

)P nantinya ada

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kampar, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :
“Tim yang ditunjuk dalam pembuatan SOP adalah orang — orang yang
betul betul memahami mekanisme pelaksanaan Diksar sehingga dapat
menentukan acuan — acuan tata cara pelaksanaan diksar dengan baik”.
(Wawancara staf BKPSDM Kabupaten Kampar, 2022)
Berdasarkan tanggapan staf BPKSDM menyatakan bahwa Tim yang

ditunjuk dalam pembuatan SOP adalah orang — orang yang betul betul memahami
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mekanisme pelaksanaan Diksar sehingga dapat menentukan acuan — acuan tata
cara pelaksanaan diksar dengan baik. Hal tersebut dibenarkan oleh Ka Bidang

Pengembangan dan Kompetensi Aparatur menyatakan bahwa :

n tugas dala 1 SOP Diksar sudah

W\“ﬂ“@ Ty, o

Kompetensi

optimal.

Sedangkan tanggapan Ka BKPSDM, mengungkapkan bahwa : “ Tujuannya
agar dalam pembuatan dan implementasi SOP nantinya ada yang bertugas
sebagai pengemdali/ kontroling implementasi dari SOP itu sendiri, sehingga
maksud dan tujuan dari SOP mulai dari perumusan, pembuatan sampai

’

implementasi terlasana juga tercapai sesuai dengan yang diharapkan.’
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Berdasarkan tanggapan dari Ka BKPSDM menyatakan bahwa Tujuannya
agar dalam pembuatan dan implementasi SOP nantinya ada yang bertugas sebagai

pengemdali/ kontroling implementasi dari SOP itu sendiri, sehingga maksud dan

SOP yang tepat dan praktis.

3. Membuat pedoman SOP.
Tujuannya adalah dalam pembuatannya ada pedoman dan dasar hukum
yang jelas sehingga SOP tersebut dapat dipertanggungjawabkan, tepat dan
efektif.

4. Menulis SOP.
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Untuk lebih jelas lagi mengenai Penyusunan yang ditetapkan dalam
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, maka dapat

welaksanaan
ap kegiatan

signifikan”.

bahwa secara umum pihaknya sudah melaksanakan tupoksi dengn baik dalam
menjalankan tugas mengatur agenda Diksar, meskipun SOP masih dalam tahap
penyusunan, namun acara diksar harus terlaksana dengan baik. Begitu juga
dengan tanggapan Sekretaris BKPSDM menyatakan bahwa :
“Kami sudah berupaya maksimal dalam mengatur penyusunan SOP dari
sejak lama, namun tetap saja ada beberapa kendala dikarenakan kejadian

tak terduga. Hal ini lah yang menyebabkan pelaksanaan Diksar tersebut
banyak yang tidak terlaksana secara optimal.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris BKPSDM menyatakan
bahwa pihaknya sudah berupaya maksimal dalam mengatur penyusunan SOP dari

sejak lama, namun tetap saja ada beberapa kendalasdikarenakan kejadian tak

limiliki dalam
pelaksanaan
pedoman untuk

5
£
z
&
g
g
—
@
-
g

tersebut sesuai ¢ !.4 .

mana efisiensi dan efektifnya S , pelaksanaan uji coba tersebut ada
beberapa tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Mempersiapkan tim pelaksana uji coba.
Tujuannya adalah agar penerapan SOP bisa terlaksana secara baik dan

optimal.

2. Melaksanakan uji coba.
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Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah SOP yang dibuat tepat guna

sesuai dengah tujuan dari pelaksanaan kegaitan pelatihan dasar CPNS

tersebut.

apa saja

menyatakan bahwa :

“SOP ini sebelum dijadikan standar dalam pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan terlebih dahulu di adakan uji coba terhadap SOP tersebut.
Tujuannya adalah agar penerapan SOP bisa terlaksana secara baik dn
optimal”’(Wawancara dengan Ka Bidang Pengembangan dan Kompetensi
Aparatur, 2022)

Menurut Ka Bidang Pengembangan dan Kompetensi Aparatur menyatakan

bahwa SOP ini sebelum dijadikan standar dalam pelaksanaan pendidikan dan
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pelatihan terlebih dahulu di adakan uji coba terhadap SOP tersebut. Tujuannya
adalah agar penerapan SOP bisa terlaksana secara baik dan optimal. Begitu juga

dengan tanggapan Sekretaris BKPSDM menyatakan bahwa :

SOP adalah untuk

apa saja
uat, sehingga

yang berarti.
5. Penyempurnaan SOP

Tahapan ini dilakukan untuk menyempurnakan SOP yang sebelumnya
berupa draft yang telah diuji coba dan ditemui kekurangan dan kelemahan
didalam penerapan draft tersebut, tapahan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membahas laporan hasil uji coba draft SOP.



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

134

Tujuannya agar jelas pada bagian SOP yang mana mengalami kekurangan
dan perlu penyempurnaan.

2. Merancang langkah penyempurnaan SOP.

] implementasi uji coba
e .00 )

[

bl

an tujuan yang

a2t

ﬂ : litetapkan dalam
Penyusunan 1" Dela han Dasar Calon
Pegawai Negeri ¢ ﬁ'- aten Kampar, maka dapat

OP yang mana mengalami

kekurangan dan perlu pe (Wawancara staf BKPSDM

Kabupaten Kampar, 2022)

Berdasarkan tanggapan staf BPKSDM menyatakan bahwa Tujuannya agar
jelas pada bagian SOP yang mana mengalami kekurangan dan perlu
penyempurnaan. Hal tersebut dibenarkan oleh Ka Bidang Pengembangan dan
Kompetensi Aparatur menyatakan bahwa :

“Secara umum proses penyempurnaan SOP tujuannya agar permasalahan
vang ditemui dalam implementasi uji coba SOP dapat diatas secara tepat
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Wawancara dengan Ka Bidang Pengembangan dan Kompetensi Aparatur,
2022)

Menurut Ka Bidang Pengembangan dan Kompetensi Aparatur menyatakan

bahwa penyempurnaan'SOP tujuannya agar permasalahan yang ditemui dalam

bahwa tuju. ermpurnaan § 1ya penerapan SOP
dalam kegie , : k- ne ala dan hasil yang

ingin dicapai sesuai arapan. Hal ini lah babkan pelaksanaan

dilakukan untuk menyempurnaka > sebelumnya berupa draft yang telah
diuji coba dan ditemui kekurangan dan kelemahan didalam penerapan draft
tersebut.
6. Implementasi/ Penerapan SOP

Tahapan ini merupakan tahapan SOP yang sebelumnya berupa draf

dan dilakukan uji coba dan evaluasi sehingga menghasilkan sebuah SOP yang
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sempurna sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan diklat. Tahapan tersebut
diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan tim pelaksana implementasi SOP.

dilakukan uji coba dan eva gga menghasilkan sebuah SOP yang
sempurna sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan diklat”. (Wawancara
staf BKPSDM Kabupaten Kampar, 2022)

Berdasarkan tanggapan staf BPKSDM menyatakan tahapan ini merupakan
tahapan SOP yang sebelumnya berupa draf dan dilakukan uji coba dan evaluasi
sehingga menghasilkan sebuah SOP yang sempurna sesuai dengan kebutuhan

pelaksanaan diklat. Hal tersebut dibenarkan oleh Ka Bidang Pengembangan dan

Kompetensi Aparatur menyatakan bahwa :



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

137

“Secara umum tujuannya agar pada saat implementasi SOP pada
kegiatan pelatihan dasar CPNS dapat terlaksana dengan optimal dan
terarah” (Wawancara dengan Ka Bidang Pengembangan dan Kompetensi
Aparatur, 2022)

pelaksanaan
il yang ingin

mengetahui se
kegiatan pelatiha

Berdasarkan tanggapan @ KPSDM menyatakan bahwa SOP
terlebih dahulu diimplementasikan tujuannya untuk dapat mengetahui sejauh

mana efisiensi dan manfaat dari SOP yang dibuat pada kegiatan pelatihan dasar

CPNS tersebut.
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7. Evaluasi

Tahapan ini dilakukan adalah untuk mengevaluasi hasil dari

penerapan SOP dalam pelaksanaan pelatihan dasar CPNS, tahapannya adalah

Melakukan perbaikan sesegera mungkin berdasarkan hasil evaluasi
impelentasi SOP tersebut;

Tujuannya agar pelaksanaan pelatihan dasar CPNS tersebut tidak
mengalami kendala dan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut

dapat dicapai dengan sebagaimana mestinya.
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5.  Membuat laporan hasil evaluasi.
Tujuannya agar mengetahui seberapa besar dampak dan manfaat dari

penerapan SOP yang dibuat sehingga pelaksanaan pelatihan dasar CPNS

okan dalam
Dasar Calon

maka dapat

awancara staf

dengan pedoman landasa dan metode dalam pelaksanaan
pelatihan dasar CPNS kedepannya”(Wawancara dengan Ka Bidang
Pengembangan dan Kompetensi Aparatur, 2022)
Menurut Ka Bidang Pengembangan dan Kompetensi Aparatur menyatakan
bahwa secara umum pihaknya sudah melaksanakan tupoksi dengn baik dalam
menjalankan tugas mengatur agenda Diksar, meskipun SOP masih dalam tahap

penyusunan, namun acara diksar harus terlaksana dengan baik. Begitu juga

dengan tanggapan Sekretaris BRKPSDM menyatakan bahwa :
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“Tujuannya adalah untuk dapat mengevaluasi ataupun melakukan
perubahan dari SOP tersebut sehingga SOP yang dibuat emang benar-
benar efektif dan tepat digunakan pada pelaksanaan kegiatan pelatihan
dasar CPNS.”

Berdasarkan h wawancara dengan sekretaris BKPSDM menyatakan

i/ ev M ipelentasi SOP

'PNS tersebut

21017

Melalui sentuhan pendid Pelatihan, seseorang akan mampu
mengasah kemampuannya dalam bekerja. Hal ini dikarenakan seseorang akan
langsung berperan secara aktif dalam proses pembelajarannya, sehingga potensi
yang dimilikinya akan berkembang. Dalam proses pembelajaran seseorang tidak
akan luput dari pengalaman yang dijadikan pelajaran, karena sebagaimana
diungkapkan, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Dari perngalaman

lah seseorang akan belajar dan berkembang agar menjadi lebih baik juga dapat
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memanfaatkannya sebagai tujuan belajar seperti apa yang diungkapkan oleh

David Kolb (Silberman, 2014) yakni pembelajaran adalah proses dimana

pengetahuan diciptakan melalui pengalaman.

bentuk  ASN  lebih
ASN harus

dia pegang.

yang asalnya mengedepankan teori di kelas sehingga peserta pelatihan dituntut
untuk diam dan mendengarkan, ketika pada Latsar CPNS mengedepankan praktik
di lapangan dibandingkan dengan teori yang ada di kelas saja sehingga peserta
dituntut untuk lebih aktif di kelas, lebih berpartisipasi di dalam pembelajaran

kelas.
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Berdasarkan hasil observasi dilapangan yang dilakukan oleh peneliti
sekaligus wawancara dengan pihak penyelenggara, perubahan nama yang berasal

dari diklat Pra Jabatan menjadi Latihan Dasar dan didukung pula oleh perubahan

o
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=

nereka bekerja
pada pasca n menunjukan
hasil yang t dengan hasil

laksanaan diklat

RE|ALY

tersebut. Berdasa 14 cbut diatas ; ka ‘ 1yusunan Standar

Pegawai Negeri Sipil. Untuk menjawab persoalan di atas diperlukan beberapa
kebijakan dan format SOP agar pelatihan yang dilaksanakan lebih efektif dalam
membangun kualitas SDM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
sekaligus membangun SKPD/ OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar

lebih berkualitas, berintegritas tinggi penuh dengan inovasi dan kreatif dalam

menjalankan fungsi pelayanan publiknya.
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5.3. Faktor Penghambat dalam Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar

1. Data kepegawaian yang ada di Kabupaten Kampar jarang di update,

a melaki a kepegawaian yang

<> Ny TS ) .@;

ANAEN )
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BAB VI

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Prosedur Pelaksanaan Pelatihan Dasz alc  Pegawai Neg di Lingkungan

Pemerintah

penyusun juga kewa .-Q sebut. Dan masih ada anggota
tim yang kurang memaham ‘
5.2. Saran

Untuk keberhasilan penelitian dalam pembuatan Standar Operasional
Prosedur (SOP) ini sahingga bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, ada
beberapa rekomendasi yang harus dilaksanakan :

1. Untuk penyampaian informasi persyaratan dalam mengikuti diklat

kedepannya menggunakan sistem informasi yang telah beintegritas.

144
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2. Untuk melakukan seleksi kedepannya sudah berbasis sistem informasi
yang sudah terintegrasi secara online.

3. Melakukan monitoring ke instansi/ opd hasil dari pelaksanaan Diklat

dari pelaksanan diklat

% 'i ejauh man %,
i“ ‘ ‘ ‘- ‘1“)\‘\ .e# , pada setiap

%.é

“\\\‘\\\\‘\‘

%
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